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BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AZAS KEDAULATAN RAKYAT

A. Tinjauan Terhadap Azas Kedaulatan Rakyat

Azas kedaulatan rakyat merupakan salah satu azas yang dianut oleh suatu
negara dalam mengatur segala aspek kehihupan bermegara. Negara yang menganut azas
kedaulatan rakyat menganggap bahwa di negara tersebut kedaulatan tertinggi atau
kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat.

Yang dimaksud dengan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi adalah
bahwa semua sistem atau cara yang ditempuh untuk memecahkan dan mengatur serta
menjalankan roda pemerintahan suatu negara harus memenuhi kehendak dan keinginan
rakyat negara itu. Suatu pemerintahan di mana pemegang kedaulatan tertinggi di tangan
rakyat disebut dengan demokrasi.

Hak-hak dijamin, kebebasannya dijaga dan undang-undang ditegakkan. Rakyat
bebas berkehendak dan berkreasi sepanjang dalam batas-batas yang telah ditentukan
oleh undang-undang. Undang-undang tersebut dirancang dan disahkan oleh rakyat lewat
dewan perwakilan rakyat. Dengan begitu di negara yang menganut azas kedaulatan
rakyat undang-undang dan peraturan yang dihasilkan merupakan keinginan dan
kemauan rakyat

Sedangkan rakyat mendapatkan kekuasaan atau kedaulatan tersebut dari hukum

alam yang memang ada sejak manusia dilahirkan ( kodrati ). Jawaban ini
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sebagaiamana dikemukakan oleh para pakar hukum tatanegara dari abad XVII - XVIII

( dari teori hukum alam ). Dan menurut mereka hal itu bukan berasal dari Tuhan.

Dengan kekuasaannya rakyat mempunyai kemampuan untuk mengubah
berbagai tabiat atau sikap dalam suatu kebiasaan menurut keinginannya; dan mencegah
suatu tabiat, perbuatan dan sikap yang tidak menjadi keinginannya dalam suatu
kebiasaan. Dari sini terlihat betapa rakyat memegang peranan yang penting dalam
menentukan corak dan watak pemerintahan suatu negara.

Rakyat di sini tidak diartikan sebagai penjumlahan dari individu-individu
negara tersebut, melainkan suatu kesatuan yang dibentuk oleh individu tersebut, yang
mempunyai kehendak. Kéhendak itu diperoleh dari para individu tadi melalui suatu
perjanjian masyarakat. Kehendak inilah yang selanjutnya disebut dengan kemauan
umum, dan selanjutnya masyarakat inilah yang meneruskan kekuasaan tersebut kepada
penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat tadi.

Di negara Islam, memang secara theologis Allahlah yang memegang
kekuasaan tertinggi atau otoritas kedaulatan mutlak atas langit, bumi, dan segala
sesuatunya berada di tangan Allah. Namun secara sosiologis kedaulatan tersebut
didelegasikan oleh Allah kepada umat manusia ( khususnya orang yang beriman)
sebagai khalifah (wakil, utusan) Allah di bumi. Hal in1 berdasarkan surat Ali Imran 26

dan ayat 189 yakni :
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“ Katakanlah : “ Wahai Tuhan Yang Mempunyai Kerajaan, Engkau berikan kerajaan
kepada orang yang Engkau kehendaki. Engkan muliakan orang yang Engkau kehendaki,
dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala
kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas sebala sesuatu “ (Al-Qur’an, 3 :
26)

v, ’%f/
\
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“ Dan kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu “ (Al-Qur’an, 3:189).

Dari dua ayat di atas jelas bahwa tidak ada lagi pertentangan antara kekuasaan
Allah dan kebutuhan manusia akan adanya suatu pemerintahan. Allah tetap sebagai
pemilik segala kekuasaan dan kedaulatan. Tetapi kekuasaan itu dilimpahkan kepada
umat/ rakyat yang mendapatkan instruksi untuk menegakkan pemerintahan secara adil.
Hanya saja itu dinilai sah bilamana penanggungjawab pemerintahan itu melaksanakan
kehendak Allah ( syari’at). Apabila Allah adalah penguasa yang sebenarnya, maka
gyari’at merupakan ungkapan atau bentuk ril dari kekuasaan itu., sedangkan para
khalifah merupakan pihak yang mendapatkan tugas untuk menerapkan hukum syari’at
tersebut. Tugas itu tentunya harus mendapatkan dukungan dan kerja sama dengan
seluruh lapisan masyarakat dengan cara yang telah ditentukan.

Dari dua ayat di atas berarti bahwa Allahlah yang membrikan kekuasaan pada
penguasa di bumi, sesuai denga yang dikehendaki-Nya, yang berarti Allahlah sumber

kekuasaan. Dengan kata lain bahwa dalam Islam tidak ada seorangpun yang
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mempunyai kekuasaan mutlak, seperti teori monarchinya Thomas Hobbes. Berarti

Islam tidak mentolelir adanya pemrintah yang diktator sebab setiap manusia adalah
khalifah Allah.

Hal ini bukan berati bahwa Islam menghendaki suatu negara theokrasi. Sebab
konsep negara theokrasi segabagaimana dipraktekkan di negara Barat pada abad
pertengahan, di mana sekelompok pendeta elitis memegang kendali pemerintahan
dengan mengatas namakan Tuhan. Peraturan yang dibuat hanya untuk kepntingan
kelompok itu dan rakyat tidak boleh membantahnya, mereka merasa paling tahu tentang
urusan kenegaraan, mereka merasa eksklusif dan jauh dari rakyat. semuanya
diatasnamakan Tuhan, pada hal peraturan itu mereka buat atas kemauan politik mereka
sendiri.

Berdasarkan surat Al-An’am 165 yaitu :

s AL 2O g, 295 P I
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“ Dan Dialah vang menjadikan kamu penguasa di bumi dan Dia meniggikan sebagian
kamu atas sebagaian( yang lain) bebrapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang
diberikan-Nya kepadamu” (Al-Qur’an,6:165).

Dari sini manusia diberi delegasi oleh Allah untuk menjadi penguasa di bumi.
Manusia di sini adalah umat atau rakyat itu. Sedangkan pihak yang memerintah adalah
merupakan wakil umat yang akan mengatur dan memimpin mereka dalam hidup

bernegara . Penguasa pemerintahan merupakan pihak yang dipercaya memikul beban

amanat dar1 umat/ rakyat karena mempunyai kelebihan dibandingkan dengan umat yang
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lain. Dan memang begitulah fitrah manusia oleh Allah diberi kelebihan antara satu

dengan lainnya. Dengan demikian konsep suatu negara yang menganut azas kedaulatan
rakyat, di mana rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi (sosiologis) adalah

tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

B. Tinjauan Terhadap Tempat dan Kedudukan Kekuasaan

Tempat dan kedudukan kekuasaan pada suatu negara yang menganut azas
demokrasi di mana kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi berada di tangan
rakyat, adalah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu yang
telah dipilih dan ditentukan oleh rakyat.

Maka lahirlah banyak teori mengenai bagaimana tugas-tugas kenegaraan itu
harus ditangani oleh lembaga atau badan tertentu sehingga berjalan dengan baik sesuai
dengan kemauan bersama. Yang terkenal dari teori-teori itu adalah teori “ Trias
Politika “ dari Montesquieu. Menurut Montesquieu dalam penyelenggaraan negara
harus ada pembagian kekuasaan tertentu baik lembaga maupun tugas dan wewenangnya
sehingga roda pemerintahan berjalan dengan baik. Pembagian kekuasaan itu adalah
sebagai berikut :

1. Kekuasaan Legislatif -
2. Kekuasaan Eksekutif
3. Kekuasaan Yudikatif

Pada negara yang menganut azas kedaulatan rakyat tiga kekuasaan 1m

dibebankan kepada suatu lembaga vang akan menangami tugas dan kekuasaannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



79
masing-masing. Kekuasaan Legislatif diserahkan kepada badan atau lembaga legislatif

Lembaga ini bisa berupa Dewan Perwakilan Rakyat, Parlemen, Kongres atau Senat.
Lembaga ini merupakan wakil rakyat atau penjelmaan dari kekuasaan rakyat yang
dipilih dan diangkat oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sebagai penyambung lidah
rakyat, lembaga ini bertugas menyuarakan kepentingan dan opini rakyat. Lembaga ini
dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat , ia bertugas membuat garis-garis besar
haluan negara dan undang undang sebagai pedoman dan rujukan bagi pelaksanaan roda
pemerintahan/ kenegaraan. Di samping itu juga atas nama rakyat lembaga ini bertugas
mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan ( pihak eksekutif) apakah pihak
eksekutif telah menjalankan pedoman di atas atan belum. Bahkan jika eksekutif
melanggar dari pedoman tersebut lembaga legislatif bisa menegur dan meminta
pertanggungjawabannya. Lembaga legislatif di Indonesia dipegang oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Yang mempunyai tugas membuat Undang Undang Dasar dan
GBHN. Di samping itu mengangkat presiden dan meminta pertanggungjawabannya jika
ternyata presiden melanggar pedoman di atas.

Kekuasaan Eksekutif pada negara yang menganut paham demokrasi diserahkan
kepada pemerintah. Pemerintah dikepalai oleh seorang kepala pemerintahan yang bisa
berupa presiden, raja, perdana menteri atau lainnya yang memimpin suatu kabinet.
Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri, gubernur dan seterusnya
instansi pemerintahan yang terkait. Eksekutif merupapakan lembaga yang pada
dasarnya bertugas menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh pihak legislatif:

Di Indonesia Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah vang dikepalai oleh
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seorang presiden. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri dan gubernur

dan sebagainya. Presiden bertugas menjalankan undang-undang dan garis-garis besar
haluan negara yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden
yang mengangkat dan memberhentikan para menteri ( karena di Indonesia menganut
siatem pemerintahan presidentil ). Presiden juga sebagai pemimpin tertinggi angkatan
bersenjata. Presiden bisa menetapkan peraturan pemerintah dan undang-undang dengan
persetujuan dari DPR. Bahkan presiden diberi wewenang untuk memberikan grasi,
ammesti , abolisi dan rehabilitasi. Tugas-tugas pemerintah di atas pada prinsipnya
adalah menjalankan roda pemrintahan sehingga pemerintahan berjalan dengan baik,
dan pada akhirnya semua lapisan masyarakat akan merasa sejahtera dan damai karena
dipimpin/ diperintah oleh pemrintah yang baik.

Kekuasaan legislatif pada negara demokrasi dipercayakan pada lembaga
legislatif atau lembaga peradilan. Lembaga ini dipercayakan Mahkamah Agung (di
Indonesia ) yang dibantu oleh pengadilan tinggi, pengadilan negeri dan sebagainya.
Tugas pokok lembaga yudikatif adalah menjamin keadilan dan kepastian hukum
sehingga masyarakat akan merasakan hak-haknya terjamin. Lembaga peradilan
merupakan lembaga yang netral dan tidak bisa dipengaruhi oleh lembaga di luarmya.
Hal ini dimaksudkan agar keputusan yang diambil tidak karena desakan pihak lain.
Pada negara demokrasi modern, lembaga peradilan ini sudah dirasakan
kemandiriannya seperti yang terjadi di Korea Selatan di mana seorang Presiden bisa

diajukan ke sidang pengadilian.
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Pada negara Islam tempat dan kedudukan kekuasaan negara dapat diterangkan

bahwa pada dasarnya dalam penyelenggaraan kenegaraan adalah sama dengan yang
dilakukan oleh negara-negara yang menganut azas demokrasi. Hal ini dapat ditengakan
sebagai berikut.

Kekuasaan legislatif pada negara Islam dipegang oleh lembaga legislatif yang
disebut “ Ahlul Halli wal Aqdi “Dalam konteks lain para fuqoha menyebutnya ahlul
ijtihad, ahlul ikhtiar dan sebagainya Lembaga ini sebagai lembaga penengah dan
pemberi fatwa. Dalam mejalankan tugasnya mereka tidak bertindak atas nama dirinya
sendiri, tetapi mereka bertindak sebagai wakil umat. Mereka sebagai saluran umat
untuk mengemukakan aspirasinya. Anggota lembaga ini teridiri dari para pemuka
masyarakat, ulama, cedik pandai dan unsur lain yang akan mewujudkan kemaslahatan
umat (Prof T.M. Hasby Assidiqy,1971 : 68).

Ahlul Halli wal Aqdi mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang
untuk kepentingan rakyat. Dalam mengambil keputusan lembaga selalu mengacu pada
dasar Nash yakni Al-Qur’an dan Al-Hadits atau ijtihad ulama, dan apabila dalam
dasar-dasar di atas tidak diketemukan aturannya, lembaga ini boleh membuat aturan
baru dengan catatan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Nash. Karena
referensinya adalah Nash, maka anggota lembaga ini haruslah orang yang mempunyai
kecakapan ilmu, baik dalam bidang politik kenegaraan maupun ilmu agama Dengan
demikian lembaga ini dalam mengambil kebijaksanaan adalah berdasarkan prinsip
ajaran Islam baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, budaya,dan

sebagainya.
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Lembaga ini juga mengawasi dan mengontrol eksekutif dalam menjalankan

roda pemerintahannya. Ia bisa memberikan arahan, atau berbagai pertimbangan kepada
eksekutif sehingga legislatif tidak bertindak diktator, dan sebaliknya bisa membawa
umat ke arah kesejahteraan. Pada awal pemerintahan Islam yakni di masa Rasulullah
lembaga ini memang belum ada, namun rasulullah sebagai kepala negara dan sekaligus
pemimpin umat senantiasa mengutamakan musyawarah dalam memutuskan
permasalahan. Sedangkan di masa Khulafaurrasyidin lembaga ini sudah ada, namun
tidak setertib seperti yang ada sekarang ini. Waktu itu para khalifah dalam memutuskan
permasalahannya juga mencontoh Nabi yakni mengutamakan musyawarah yang
melibatkan beberapa sahabat terutama para sahabat senior yang sudah terbukti
kredibilitas keimanan dan integritas moralnya untuk diajak bersama-sama menangani
permasalahan umat.

Kekuasaan Eksekutif pada negara Islam dipegang oleh lembaga eksekutif yang
dipimpin oleh seorang kepala negara. Kepala negara ini disebut imam,khalifah, amirul
mukminin dan sebagainya. Memang dalam Islam tidak diharuskan memegang satu
sistem tertentu dalam pemerintahan atau alat negara tertentu pula, termasuk nama
kepala negara dala negara Islam. Masalah ini merupakan masalah terminologis yang
bersifat zamani dan ijtihadi. Namun yang menjadi pokok adalah bahwa kepala negara
sebagai pemimpin lembaga kekuasaan eksekutif, dalam negara Islam mempunyai tugas
ganda, yakni disamping mengatur dunia (negara) juga berkewajiban melindung: dan

mengembangkan agama Allah.
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Kepala negara dalam Islam merupakan kekuatan besar, sebab diamanatkan

kepadanya akan kepentingan umat dan sekaligus kepentingan agama Allah. Secara
langsung ia bertanggungjawab kepada umat lewat ahlul halli wal aqdi, dan secara
moral (theologis) ia juga harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah atas
amanat itu. Namun demikian bukan berarti ia bekerja sendirian, sebab khalifah dibantu
oleh para wazir (menteri) dan para gubernur dan pihak terkait lainnya. Dan iapun
punya peluang untuk mengajukan rancangan undang-undang dan peraturan pemerintah,
namun pada akhimya pihak ahlul halli wal aqdi lah yang berkenan apakah diterima
atau ditolak rancangan itu ( Fazlur Rahman,1993 : 494).

Kendatipun memiliki kekuatan yang besar, khalifah ( kepala negara Islam)
tetaplah merupakan salah seorang dari rakyat itu sendiri. Namun karena kelebihannya
1a dipercaya memikul amanat itu. Sehingga dalam menjalankan kekuasaannya ia tidak
boleh semena-mana yang melebihi kapasitasnya sebagai kepala negara. hal ini
sebagaimana sabda Rasulullah pada seorang laki-laki yang lidahnya bergetar karena
takut untuk bicara dengan Rasul. Maka sabda Rasul :” Jangan engkau takut, aku
bukanlah seorang raja atau tiran”. Hal inipun diamalkan oleh Umar bin Khottob
sewaktu menjabat khalifah, dia menasehati salah seorang bawahannya yakni Abu Musa
Al-Asy’ari, katanya :”” Wahai Abu Musa, engkau seperti halnya orang-orang yang lain,
tetapi allah menjadikan engkau memperoleh beban yang lebih berat.” Bahkan pada kali
lain Umar berkata dihadapan khalayak begini > Demi Allah, aku sama sekali bukanlah
seorang raja, sehingga dengan kekuasaan dan tiraninya akan memperbudak kalian. Aku

sama seperti salah seorang dan kalian. Kedudukanku terhadap kalian adalah seperti
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kedudukan seorang wali anak yatim yang memelihara diri dan hartanya (Prof Dr. Yusuf

Musa, 1963 :133).

Hal ini berdasarkan surat Qaaf : 45 yakni :

20 4o 44 y SsSs 72 // 7,00 2 0- 3/ 220 27
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“ Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, daxf kamu sekali-kali
bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-
Qur’an orang yang takut kepada ancaman-Ku (Al-Qur’an,50 :45).

Kepala negara di negara Islam tidak dibenarkan bertindak semaunya apalagi
bertindak diktator, jelas hal ini bertentangan dengan maksud ajaran Islam.
Sebagaimana disampaikan dalam khutbah Abu Bakar seketika setelah beliau diangkat
menjadi khalifah yang isinya :”Wahai rakyatku, aku diangkat sebagai pemimpin kalian,
maka jika aku benar maka ikutilah, dan jika aku berbuat salah maka tegurlah”. Pidato
ini menandakan begitu demokratisnya pemerintahan Islam itu.

Sedangkan kekuasaan yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif. di negara Islam
lembaga yudikatif ini disebut “ Qodha’™. Yakni suatu keputusan produk pemenntah
atau menyampaikan hukum syara’ dengan jalan penetapan ( Muhammad salam Madkur,
1990 : 20).

Lembaga ini bertugas menyelesaikan permasalahan umat yang diajukan
kepadanya. Lembaga ini dibentuk untuk memperlancar diberlakukannya prinsip-prinsip

syari’ah secara adil sehingga keinginan dan kreatifitas umat dapat diungkapkan dengan
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bebas, hak-hak manusia akan mendapatkan perlindungan sehingga pada gilirannya akan

tenteramlah kehidupan bernegara.

Pada negara Islam pengangkatan para qadli dilakukan oleh khalifah,
sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab mengangkat Abu Dardak
sebagai qadli di Madinah, dan syuraih bin Qais bin Abil ash sebagai qadli di
Mesir.Dan khalifah juga yang menentukan masalah mana yang harus di tangani oleh
para qadli tersebut, dan perkara mana yang di tangani langsung oleh khalifah. Tentang
hal ini kiranya sama dengan praktek kenegaraan di Indonesia, di mana presiden yang
mengangkat ketua Mahkamah Agung, dan presiden mempunyai hak grasi, amnesti,
abolisi dan rehabilitasi.

Di jaman Rasulullah, beliau sendiri yang dijadikan tempat para umat untuk
mencari keadilan. Sebagaimana tertera dalam surat An-nisa’ : 65 yaitu :
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“ Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman, sehingga mereka
menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka
tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan
mereka menerima dengan sepenuhnya “( Al-Qur’an, 4 : 65).

Para hakim dalam menyelesaikan perkara harus berdasarkan tuntunan Allah

dan Nabi-Nya . Hal ini berdasarkan firman Allah :
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“ sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran

supaya mengadili antara manusia dengan apa yang telah allah wahyukan kepadamu,
dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena membela

orang-orang yang khianat “(Al-Qur’an, 4 : 105).

Dan sebagai dasar ditegakkannya keadilan pada negara Islam adalah dilandasi
oleh dorongan tuntunan ajaran agamanya, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an surat
AnNisa’ 58 :
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< 2
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“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampa:km amanat kepada yang berhak
menerima, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil ... (Al-Qur’an, 4 : 58 ).

Dalam sejarah, di masa Nabi memang belum dipisahkan lembaga yudikatip dan
eksekutif sebab beliau sendir1 sebagai hakim waktu itu. Baru di masa khalifah Umar
diadakan pemisahan kekuasaan antara kedua lembaga itu. Dan masa itu yang dipakai
sebagai gedung pengadilan adalah masjid. D1 masa Utsman gedung pengadilan mulai
didirikan yakni di rumah gadli itu sendiri. Di negara Islam juga sudah ada pemisahan
dalam menangani permasalahan. Masalah-masalah sederhana yang menyangkut
keluarga ditangami oleh * Nazral Madzalim”. Adapun permasalahan yang menyangkut
antara umat dengan pemerintah dan wizarah, maka ditangani oleh lembaga yang disebut

* Hisbah”( Khalid M. Ishaque. 1986 : 50}
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C. Tinjauan Terhadap Azas Kedaulatan Rakvat yang Dianut Oleh Undang Undang

Dasar 1945

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 menganut azas kedaulatan rakyat .Di mana rakyatlah yang memegang kekuasaan
tertinggi. Namun dalam pelasksanaannya tidak dilakukan sendiri oleh rakyat itu secara
keseluruhan dalam arti riil, akan tetapi menganut sistem perwakilan atau tidak
langsung ( indirec democracy), dan sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia
adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga tertinggi negara yakni Majelis
Permusyawaratan Rakyat . Hal ini berdasarkan pada pasal 1 (2) UUD 1945 yang
berbunyi ” Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat “. Dalam negara Islam kedaulatan di tangan umat,
dan dalam prakteknya umat diwakili oleh Ahlul Halli wal Aqdi sebagai lembaga
legislatif yang menyuarakan aspirasi umat. Dengan demikian tidak ada pertentangan
antara keduanya.

Pada pasal 1 (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan rakyat “sepenuhnya”
dilakukan oleh MPR. Kata sepenuhnya mengandung arti bahwa supremasi kedaulatan
sepenuhnya berada di tangan MPR. Dari hal ini berarti bahwa MPR mempunyai dua
prinsip penting yaitu :

1.Kekuasaan/ kewenangan yang sah berdasarkan hukum untuk menetapkan segala
sesuatu yang benar-benar telah ditentukan secara tegas dalam UUD [945.

Misalnya :
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1.Pasal 3 yaitu kekuasaan yang sah untuk menetapkan UUD dan GBHN.

2. Pasal 6 (2) yakni kekuasaan yang sah untuk memilih presiden dan wakil presiden.
3. Pasal 37 kekusaan untuk mengubah UUD.
2. Tak ada lembaga lainnya yang mengatasi kekusaan MPR. Sebagai lembaga
tertinggi negara, maka ketetapan MPR harus ditaati lembaga tinggi negara
yakni DPR, MA, DPA, BPK, dan Presiden maupun seluruh masyarakat seluruh

Indonesia.

Hal ini bukan berarti bangsa Indonesia tidak mengakui kedaulatan mutlak
Tuhan, sebab dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke tiga bangsa Indonesia
mengakui adanya ke-Maha Kuasaan Allah yang telah memberikan kemerdekaan
kepada bangsa Indonesia. Di samping itu dalam pembukaan UUD 1945 terdapat
Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa . Dari sini jelaslah
meskipun MPR sebagai lembaga tertinggi negara dalam struktur kenegaraan namun
bangsa Indonesia secara theologis tetap meyakini akan kekuasaan Tuhan.

Dasar lain yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang
menganut azas kedaulatan rakyat yaitu pada pembukaan UUD 1945 yakni pada alinea
empat yang dinyatakan sebagai berikut :

1. Negara melindungi segenap bangsa Indomesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia yang berdasar atas persatuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.

2. Negara berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan

perwakilan.
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3. Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan

yang adil dan beradab.

Tujuan negara Indonesia di atas jelas selaras dengan prinsip ajaran Islam. Di
mana tujuan negara Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan umat
secara menyeluruh berlandaskan syari’at.

Dalam hal mengambil keputisan MPR selalu mengadakan sidang dalam
rangka mencapai permufakatan bersama, dan jika kesepakatan tak bisa diambil dan
mengalami jalan buntu maka diambil suara terbanyak. Dan keputusan yang diambil
berdasarkan akal yang sehat dan nurani yang luhur, dengan mengutamakan musyawarah
yang diliputi rasa kekeluargaan. Dan dengan iktikat yang baik dan rasa tanggungjawab
yang besar untuk sudi menerima hasil dari keputusan yang telah dimusyawarahkan
bersama Sedangkan keputusan yang dihasilkan itu harus dapat dipertanggungjawabkan
secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Uraian ini merupakan isi
dari butir-butir Pancasila, sila ke empat yakni *“ Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh
Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”, di mana Pancasila juga
terdapat dala pembukaan UUD 1945 pada alinea empat. Jika kita kaji lebih mendalam
ternyata butir-butir tersebut sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang mengutamakan
dalam setiap pengambilan keputusan. Dan apabila telah diputuskan bersama maka
harus bersama-sama menjunjung tinggi hasil keputusan. Dan tentunva keputusan itu

merupakan keputusan yang tidak bertentangan dengan syara’.
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Dalam pasal-pasal yang lain akan kita dapati konsep kedaulatan rakyat ini

sebagaimana tertera dalam UUD 1945 sebagai berikut :
1. Pasal 29, Negara menjamin kemerdekaan beragama dan beribadah bagi rakyatnya
2. Pasal 27, Negara menjamin kemerdekaan rakyat atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak.
3. Pasal 28, Negara menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul bagi rakyatnya.
4. Pasal 34, di mana air, bumi dan segala kekayaannya dimanfaatkan untuk

kemakmuran rakyat. dan lain-lain.

Dari pasal-pasal tersebut semua selaras dengan tujuan negara Islam dan
ajaran Islam itu sendiri. Meskipun negara Indonesia dasar negaranya Pancasila dan
UUD 1945, yang nota bene tidak berdasarkan Nash Syara’, namun dari kedua dasar
negara Indonesia tersebut di dalamnya sebagian besar merupakan intisari dari konsep-
konsep kenegaraan dari Nash. Hal ini juga bisa kita lacak dari sejarah pembuat kedua
dasar tersebut, di mana tokoh-tokoh muslim adalah dominan dalam keanggotaan

BPUPKI maupun PPKL

D. Tinjauan Terhadap Hubungan Azas Kedaulatan Rakyat Dengan Pemilihan Umum

Di dunia modern ini, demokrasi direalisasikan dengan adanya lembaga
perwakilan rakyat. Sebab dengan berbagai hal tidak mungkin seluruh rakyat akan

melakukan kedaulatannva secara langsung, tanpa adanya perwakilan tersebut.
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Guna menentukan para wakilnya yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan

Rakyat, maka diselenggarakanlah pemilihan umum sebagai suatu mekanisme yang
efektif untuk memilih para wakil rakyat yang tentunya sebagai pihak yang dipercaya
untuk menyuarakan kepentingan rakyat itu.. Keikutsertaan atau partisipasi rakyat yang
sudah mempunyai hak pilih dalam pemilu merupakan bentuk penyaluran aspirasi rakyat
yang nantinya akan diteruskan oleh lembaga yang mewakilinya. ( Padmo Wahjono,
:266)

Dalam negara demokrasi, pemilu distrukturkan oleh adanya sistem partai politik
yang berkompetisi. Sistem partai politik ini bisa terdiri dari partai berkuasa dan
oposisi, atau dengan sistem multy partai.Sedangkan waktu pelaksanaan pemilihan
umum ini tergantung dari kemauan rakyat dari negara itu. Sebagai contoh di Indonesia
pemilu diselenggarakan lima tahun sekali, sedangkan di Amerika serikat dilaksanakan
empat tahun sekai.

Pemilu juga merupakan hak azasi rakyat yang sangat prinsipil yang harus
direalisasikan. Di samping penting bagi rakyat, pemilu penting juga bagi partai politik,
dan pemerintah itu sendiri. Bagi partai politik, ia bisa mengukur seberapa dukungan
yang diberikan olah rakyat pada partainya Dan bagi pemerintah juga berguna untuk
mengukur apakah pemerintah berikut program dan kebijaksanaanmya mendapatkan
dukungan rakyat, atankah bahkan sebaliknya Hal ini bisa diketahui lewat adanya
pemilihan umum.

Bagi negara Indonesia pemilu merupakan bukti realisasi dari kedaulatan rakyat,

sebagaimana tertera pada Pancasila dan UUD 1945 dan ketetapan MPR. Dengan
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terpilihnya DPRD II, DPRD I, DPR Pusat dan MPR melalui pemilu, maka para wakil

rakyat yang terpilih itu akan bekerja untuk membuat undang-undang dan garis garis
besar haluan negara, dan peraturan lainnya. MPR yang terpilih juga selanjutnya akabn
memilih presiden dan wakil presiden yang akan mengepalai lembaga eksekutif Dan
presiden akan membentuk kabinet dan memilih menteri-menteri yang akan bertugas
menangani permasalahan kenegaraan sesuiai dengan departemen yang dipimpinnya.
Jika kita membaca sejarah, pemilihan umum di negara Islam pada dasamya
dapat dikatagorikan kepada dua sistem, yaitu penunjukan dari penguasa terdahulu
kepada seseorang untuk menggantikaimya dan selanjutnya di calon ini di mintakan
pendapat dari umat. Cara kedua adalah dengan bai’ah atau semacam sumpah setia dari
legislatif (ahlul halli wal aqdi) melalui pemilihan yang dilakukan oleh ahlul halli wal
qadi setelah calon itu ditawarkan pada umat. Hal ini dilakukan apabila dalam lembaga
legislatif terdapat silang pendapat mengenai calon khalifah. Penunjukan yang bersifat
wasiat sebagaimana terjadi pada Umar yang ditunjuk oleh Abu Bakar, bukanlah tanpa
alasan. tepai hal itu dimaksudkan untuk menghindari secara preventif perpecahan di
aklangan kaum muslimin waktu itu. Namun begitu Abu Bakar tetap mengadakan
konsultasi dam bermusyawarah denagn para sahabat semior seperti Utman, Abdul
Rahman bin Auf; serta Asid bin Khudair. Sedangkan Utsman terpilih menjadi khalifah
berbeda dengan kedua pendahulunya. Jika Abu bakar melalui pemilihan dalam suatu
pertemuan di Bani sai’dah oleh kelompok sahabat senior yang mewakili Anshor,
Muhajirin, Quraisy, suku Khazraj dan suku Aus kemudian dilakukan pembai’atan di

masjid Nabawi. Umar terpilih melalur wasiat Abu bakar. Maka Utsman terpilih
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melalui beberapa nama calon yang telah diajukan oleh Umar. Calon itu adalah Utsman,

Ali,Sa’ad bin Abi Waqqash,Abdul Rahman bin Auf, Thalhah bin zubair, dan Abdullah
bin Umar (tanpa hak suara). sedangkan Ali juga terpilih lewat pemilu, namun
Muawiyzh bin Abu Sofyan (gubernur Suria) tidak bersedia mengakuinya ( Munawir
Sjadzali,M.A., 1990 : 28).

Di masa Nabi sendiri tak ada pemilu, namun jika diadakan peluang belian
sangatlah besar , sebab beliau sebagai panutan umat saat itu yang telah dipilih Allah
sebagai utusanb-Nya, dan kepatuhan umat menghendaki hal itu.

Pada negara Islam tujuan pemilu kiranya sama dengan tujuan pemilu pada
negara demokrasi, yakni untuk merealisasikan kedaulatan rakyat, melaksanakan hak
asasi manusia dan pada akhirnya akan memungkinkan adanya peralihan pemerintahan
secara damai. Dalam sejarah Islam memang mekanisme pemilihan umum belumlah
sebaik sekarang. Dan pemilihan umum waktu itu disamping untuk memilih anggota
Ahlul halli wal Aqdi , juga untuk memilih khalifah. Kadang pemilihan yang melibatkan
banyak sahabat dalam menentukan khalifah, dijalankan, namun pada kali yang lain
dalam penentuan khalifah hanya melibatkan anggota ahlul halli wal aqdi dari beberapa
sabahat senior saja. Dari Sejaran Nabi dan masa khulafaurrasyidin tidak ada pedoman
jelas yang menganut satu mekanisme pemilihan umum. Dikarenakan syari’at Islam tidak
memberikan batasan yang jelas mengenai hal ini Maka mekanisme dan metode pemilu
nampaknya diserahkan pada kesepakatan rakyat negara itu yang bersifat kondisional.

Akan tetapi prinsip syura tetaplah dikedepankan dalam Islam. Dengan demikian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



94
pemilihan umum yang terjadi pada negara demokrasi modern sekarang tidaklah

menyimpang dari prinsip syara’.

Apabila kita lihat peraturan pemilihan umum di Indonesia maka hal ini sesuai
dengan prinsip ajaran Islam yang menjunjung tingg kejujuran dan keadilan dan
dijaminnya hak-hak pribadi setiap umat. Sebab pemilu di Indonesia menganut azas
langsung artinya secara langsung dilakukan sendiri oleh si pemilih. Umum yang berarti
semua warga yang telah mempunyai hak pilih maka ia berhak menyalurkan / mencoblos
pilihannya. Bebas berarti tanpa harus ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Dan
Rahasia yang berarti dia sendiri yang tahu ( dan Allah tentunya ) ia memilih yang mana,
kerahasiaan itu dijamin karena tempat untuk mencoblosnya tertutup. Dan dua azas yang
sangat baik yang musti dijalankan yaitu azas jujur dan adil atau jurdil, yang sampai saat
ini masih diperjuangkan oleh wakil rakyat yang duduk di MPR, khususnya dari fraksi

Partai Persatuan Pembangunan.
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